SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan
peningkatan mutu pendidikan nonformal oleh
pemerintah kabupaten/kota perlu dilakukan alih
fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan
pendidikan nonformal sejenis yang memiliki tugas
dan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan
program pendidikan nonformal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar

menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

www.regulasip.com



Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan  Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5157);

5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015
tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 15);

6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
tentang Pembentukan Kementerian dan
Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode
2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015
tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet
Kerja Periode 2014-2019;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL SEJENIS.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut
SKB adalah wunit pelaksana teknis dinas yang
menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota
yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.

2. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya
disebut Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan
pendidikan yang menyelenggarakan program
pendidikan nonformal.

3. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya
disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang
diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat
melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak
usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan
pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan,
pendidikan  keterampilan dan pelatihan kerja,
pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang
ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta
didik.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

(1) SKB dialihfungsikan menjadi Satuan PNF Sejenis.

(2) Alih fungsi SKB menjadi Satuan PNF Sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. SKB tetap digunakan sebagai nomenklatur Satuan
PNF Sejenis yang diselenggarakan oleh pemerintah
kabupaten/kota;

b. tugas SKB diubah menjadi tugas Satuan PNF
Sejenis; dan

c. Kepala SKB dijabat oleh Pamong Belajar sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(3) SKB sebagai Satuan PNF Sejenis ditetapkan dengan
Peraturan Bupati/Walikota.
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Pasal 3

(1) SKB yang telah ditetapkan sebagai Satuan PNF Sejenis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
memiliki tugas menyelenggarakan Program PNF.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), SKB menyelenggarakan fungsi:
a. pelayanan pendidikan nonformal;
b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang

tua peserta didik dan masyarakat; dan

c. pelaksanaan administrasi pada SKB.

Pasal 4
(1) Susunan Organisasi SKB yang telah beralih fungsi
menjadi Satuan PNF Sejenis terdiri atas:
a. Kepala;
b. Urusan Tata Usaha; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian,
keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat,
persuratan, dan pengarsipan.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Pamong
Belajar dan jabatan fungsional lainnya.
(4) Bagan organisasi SKB yang telah beralih fungsi menjadi
Satuan PNF Sejenis sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 5
SKB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF Sejenis
berhak:
a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan
Nasional;
b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional,
c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah dan

Pemerintah Pusat;
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d. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan
kesetaraan dan/atau uji kompetensi peserta didik
Program PNF sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; dan

e. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi
bagi peserta didik sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan alih fungsi SKB menjadi Satuan PNF
Sejenis dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak
diundangkannya Peraturan Menteri ini.

(2) Bagi SKB yang belum dialihfungsikan menjadi Satuan
PNF Sejenis sampai batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melaksanakan
pelayanan pendidikan nonformal.

(3) Bagi SKB yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi penutupan

oleh pemerintah daerah.

Pasal 7
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, penetapan
bentuk lain yang berkembang di masyarakat sebagai
Satuan PNF Sejenis oleh Direktur Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
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Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,

pengundangan Peraturan Menteri

memerintahkan

ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 330

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Aris Soviyani
NIP 196112071986031001
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SALINAN
LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG

ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS

BAGAN ORGANISASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
YANG TELAH BERALIHFUNGSI MENJADI SATUAN PNF SEJENIS

KEPALA

URUSAN TATA USAHA
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MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Aris Soviyani
NIP 196112071986031001
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